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Abstract

The problem of poverty continues to increase every year and becomes a problem in almost all regions. The
BST policy as a program for poverty alleviation still has many challenges, one of which is the distribution
mechanism. The purpose of this study was to evaluate the Cash Social Assistance (BST) Policy in Langgini Village,
Bangkinang District, Kampar Regency and its inhibiting factors. This research method is quantitative by
distributing questionnaires to respondents, and the data is analyzed using quantitative descriptive. The results of
the study show that: 1) The overall policy evaluation results are quite good. The community considers the value of
this BST assistance to be relatively small and is only supportive and cannot be used as an economic mainstay, so
that people who receive BST are not immediately free from poverty. This policy is efficient, because when the
budget goes down from the center to the regions and to Langgini Village, these funds will be distributed directly
to the recipients. The amount of budget available for this BST program has not been able to cover all the poor people
there. Every community that has not received assistance but has been recorded in the DTKS will be prioritized to
be given assistance in the next budget year. Both community elements and employees support this assistance
program.
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Abstrak

Permasalahan kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya menjadi permasalahan hampir di
seluruh daerah. Kebijakan BST sebagai sebuah program untuk pengentasan kemiskinan masih memiliki
banyak tantangan salah satunya mulai dari mekanisme pendistribusian. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengevaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah
kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dan datanya dianalisis dengan
deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil Evaluasi kebijakan secara
keseluruhan tergolong cukup baik. Masyarakat beranggapan nilai bantuan BST ini relatif kecil dan
sifatnya hanya mendukung saja dan tidak dapat dijadikan tumpuan ekonomi, sehingga masyarakat
yang mendapat BST tidak langsung terbebas dari kemiskinan. Kebijakan ini sudah efisien, karena saat
anggaran turun dari pusat ke daerah dan ke Kelurahan Langgini, maka dana ini akan langsung
dibagikan kepada penerima. Jumlah anggaran yang tersedia untuk program BST ini belum dapat
mencakupi untuk membantu seluruh masyarakat miskin yang ada. kebijakan Bantuan Sosial terdiri
dari minimnya kualitas pendataan dan belum efisiennya jumlah dana yang diberikan dalam
mengentaskan kemiskinan masyarakat.

KataKunci:EvaluasiKebijakan,BST KelurahanLanggini
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Pendahuluan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial merupakan salah satu
wujud nyata upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam
Permensos ini bantuan sosial didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, atau jasa
kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau
rentan terhadap risiko sosial. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang,
barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak
mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,
meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penerima bantuan
sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau
penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kelurahan Langgini dengan luas wilayah 22,65 km2 memiliki 14.119 jiwa penduduk
yang menyebabkan kelurahan ini menjadi kelurahan terpadat dengan terdapat 623 jiwa
penduduk untuk setiap 1 km2 nya. Tingkat kepadatan suatu penduduk dapat meningkatkan
resiko kemiskinan yang lebih besar karena tingkat persaingan pekerjaan, keterbatasan lahan,
modal yang tinggi menyebabkan suatu daerah yang padat penduduk akan menghasilkan
kemiskinan yang juga tinggi. Maka dari itu BST di Kelurahan Langgini diharapkan dapat
menjadi salah satu alternatif bantuan yang disediakan pemerintah untuk mengatasi dan
menanggulangi kemiskinan di setiap daerah.

Sumber dana BST di Kelurahan Langgini berasal dari APBN tahun 2020 di Kelurahan
Langgini mendapatkan bantuan untuk BST dari APBN sebesar Rp.366.000.000. Dalam
Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020, menyebutkan
pasal 2 ayat (2) tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah tambahan bantuan kelurahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Besaran dana untuk tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa menyebutkan pada pasal 32A ayat
(5) besaran BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam
ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama
3 (tiga) bulan.

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BST di Kelurahan Langgini,
Kecamatan Bangkinang Kota adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di
desa atau kelurahan yang bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima
bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.

Pengajuan BST tahun 2020 adalah 489 KK, lolos berkas administratif 481 orang
sedangkan sisanya tidak lolos pemberkasan karena dokumen administrasi kependudukan
berasal dari luar Kelurahan Langgini, verifikasi dan pengajuan yang lolos DTKS dan berhak
mendapatkan BST sebanyak 366 orang. Pengajuan BST tahun 2021 adalah 520 KK, lolos berkas
administratif 506 orang sedangkan sisanya tidak lolos pemberkasan karena ada dokumen
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administrasi kependudukan berasal dari luar Kelurahan Langgini, verifikasi dan pengajuan
yang lolos DTKS dan berhak mendapatkan BST sebanyak 219 orang.

Jumlah penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) di kelurahan langgini menurun, selain itu
di tahun 2020 jumlah nominal yang diterima sebesar Rp.1.800.000,-/ orang selama 3 tahap
sehingga mendapatkan Rp.600.000,- untuk satu tahap. Sementara itu, saat ini di tahun 2021
jumlah nominal yang diterima hanya sebesar Rp.600.000,-/ orang selama 3 tahap sehingga
mendapatkan Rp.200.000,- untuk satu tahap.

1) Pendistribusian BST di kelurahan langgini kurang tepat sasaran, karena masih banyak
penerima yang ekonominya tergolong mampu seperti memiliki rumah atas nama sendiri
dengan luas + 150 m2 menggunakan lantai ubin, memiliki kebun > 1000 m2 dan sumber
penghasilan kepala rumah tangga lebih dari 3,5 juta setiap bulannya.

2) Terdapat penerima yang mendapatkan bantuan BST sebanyak dua kali berturut-turut. Hal
ini disebabkan karena adanya data NIK ganda dimana masyarakat tersebut masih terdaftar
sebagai masyarakat di daerah asalnya, namun sudah berdomisili dan mengurus data
kependudukan baru di Kelurahan Langgini. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan
menggunakan calo untuk mengurus KTP dan KK, sementara salah seorang pegawai
Dukcapil mengkonfirmasi bahwa NIK ganda disebabkan karena verifikasi datanya belum
update atau ada gangguan jaringan dan secara sistem untuk pindah berkas otomatis (cabut
berkas kependudukan yang lama) memerlukan waktu beberapa hari.

3) Masih banyak masyarakat miskin di yang sudah lama berdomisili di kelurahan Langgini
dokumen kependudukannya masih terdata dari daerah asal (luar Kelurahan Langgini)
sehingga tidak memiliki kesempatan mendapatkan BST. Artinya pendataan masyarakat
penerima BST oleh pegawai kelurahan Langgini masih buruk, ditambah lagi tidak ada upaya
yang dilakukan pihak kantor lurah untuk membantu dan mencari solusi bagi para
masyarakat yang KTP dan KK nya masih berasal dari luar daerah ini. Dana BST yang sudah
diberikan itu justru digunakan untuk keperluan konsumtif yang sifatnya tidak primer,
seperti membeli paket data, menambah cicilan angsuran sepeda motor, dan langsung habis
begitu saja. Penerima BST ini dianggap terindikasi nepotisme, karena hampir seluruh
keluarga dari perangkat kelurahan yang mendapatkannya.

Tinjauan Pustaka
Konsep Pembangunan Sosial

Menurut Nitto (dalam Sardjo dkk, 2020:140) konsep pembangunan sosial merupakan
segala tindakan yang diambil pemerintah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat. Tindakan yang diambil tersebut tidak hanya terfokus pada bidang-bidang
pekerjaan sosial melainkan juga pada bidangbidang pembangunan lain yang lebih luas.
Dengan kata lain pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada
masyarakat miskin; memberikan jaminan kepada masyarakat supaya tidak jatuh miskin;
menyediakan layanan-layanan kepada seluruh masyarakat dalam meningkatkan kualitas
hidup masyarakat; serta isu-isu yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan
upaya pemenuhan layanan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Menurut Hoesein (2014:33) pembangunan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan
baik yang material maupun yang immaterial. Perubahan sosial adalah perubahan- perubahan
yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial ini menjadi segala
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perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang
memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di
antara kelompok-kelompok masyarakat.

Konsep Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn (2015:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: Secara
umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka
(rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis
hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan
dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Pengertian lebih khusus diberikan Nugroho (2016:154), evaluasi biasanya ditujukan
untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada
konstituennya. Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan,
efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati
terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Menurut William N Dunn (dalam Nugroho, 2016:155) pengukuran evaluasi harus melibatkan
6 kriteria utama yaitu:

1) Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya
dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat)
yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat
berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan
atau nilai moneternya.

2) Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat
efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan
dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan
hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos
moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau
layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan
efisien.

3) Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan
menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan
mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan
kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4) Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu.
Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda
dalam masyarakat.

5) Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai
kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas
pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika
suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan
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sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun
wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria
responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria
lainnya.

6) Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang
dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan
menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan
tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif,
karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk
merealisasikan tujuan tersebut.

Metode

Tipe penelitian ini adalah campuran. Menurut Creswell (2010:5) metode penelitian
campuran (mixed) adalah pendekatan penelitian yang menggabung antara penelitian
kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kelebihan dari tipe ini adalah hasil data yang
diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Langgini beralamatkan di JI. Jendral
A.Yani No 04, Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Populasi dan sampel dalam
penelitian ini terdiri dari Kasi Penyaluran Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Kampar,
Lurah Langgini, Kasi Kesejahteraan Sosial, 7 orang ketua RT dan RW, lalu 20 orang
Masyarakat penerima BST tahun anggaran 2021.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner dan dokumentasi. Data
primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan
dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner kepada masyarakat yang mendapatkan Bantuan
Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
Data sekunder adalah data yang diproleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan
terkadang juga diproleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data ini merupakan data yang
sudah diolah dan dipublikasikan oleh badan-badan tertentu

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kuantitatif (analisa data dengan satu variabel) dengan rumus skoring (Sugiyono, 2016:188).

Untuk menghitung masing-masing indikator adalah dengan rumus:
Interval = skor x jumlah item penilaian x jumlah sampel
Skor minimal =1 x 2 x 30 = 60
Skor maksimal =3 x 2 x 30 = 180

Skor maksimal — skor minimal B 180 — 60 _ 40

Jumlah alternatif jawaban 3

Diketahui skor minimal adalah 60 dan skor tertinggi 180 dengan interval 40. Sehingga
kriteria yang didapat dari setiap indikator adalah dengan ketentuan:

Baik : Apabila indikator pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) mendapatkan
skor 141 — 180
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Cukup Baik  : Apabila indikator pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST)
skor 101 — 140

Kurang Baik  : Apabila efektivitas pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST)
mendapatkan skor 60 — 100

Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai
dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan
disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta
keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

Untuk menghitung rekapitulasi skor total evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai
(BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar adalah dengan
rumus:

Interval = skor x jumlah total item x jumlah sampel
Skor minimal =1 x 12 x 30 = 360
Skor maksimal =3 x 12 x 30 = 1.080

Skor maksimal — skor minimal _ 1.080 — 360

= = 240
Jumlah alternatif jawaban 3

Diketahui skor minimal adalah 360 dan skor tertinggi 1.080 dengan interval 240.
Sehingga kriteria yang didapat dari rekapitulasi adalah dengan ketentuan:

Baik : Apabila evaluasi kebijakan pendistribusian Bantuan Sosial
Tunai (BST) di Kelurahan Langgini mendapatkan skor 841 —1.080

Cukup Baik : Apabila evaluasi kebijakan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai
(BST) di Kelurahan Langgini mendapatkan skor 601 — 840

Kurang Baik  : Apabila evaluasi kebijakan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai
(BST) di Kelurahan Langgini mendapatkan skor 360 — 600

Hasil dan Pembahasan

Jenis kelamin responden sebagian besar adalah perempuan, dengan jumlah 20 orang
(67%) sedangkan sisanya responden laki-laki dengan jumlah 10 orang (33%). Mayoritas
perempuan ini disebabkan karena responden sebagian besar diisi oleh Ibu Rumah Tangga.

Sebagian besar responden berusia 41 — 45 tahun dengan jumlah 10 orang (33%).
Sedangkan sisanya berusia 26 — 30 tahun dengan jumlah 7 orang (23%), berusia 31 — 35 tahun
dengan jumlah 5 orang (17%), berusia 36 — 40 tahun dengan jumlah 3 orang (10%), dan berusia
> 46 tahun dengan jumlah 5 orang (17%).

Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah tamatan SMP dengan jumlah
12 orang (40%). Sedangkan sisanya adalah tamatan SD dengan jumlah 8 orang (27%), tamatan
SMA dengan jumlah 6 orang (20%), dan tamatan Sarjana dengan jumlah 4 orang (13%). Karena
mayoritas responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin sehingga tingkat
pendidikannya juga terbatas akibat keterbatasan ekonomi.

Pekerjaan responden yang terbanyak adalah Ibu Rumah Tangga dengan jumlah 9
orang (30%). Sedangkan sisanya adalah buruh dengan jumlah 8 orang (27%), wiraswasta
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dengan jumlah 4 orang (13%), petani dengan jumlah 6 orang (20%), dan Pegawai Negeri Sipil
dengan jumlah 3 orang (10%). Karena mayoritas responden dalam penelitian ini adalah rumah
tangga miskin sehingga tingkat pendidikannya juga terbatas akibat keterbatasan ekonomi.
Responden PNS dalam penelitian ini adalah Kasi Penyaluran Bantuan Stimulan Dinas Sosial
Kabupaten Kampar, Lurah Langgini, dan Kasi Kesejahteraan Sosial.

Tabel 1.
Rekapitulasi Hasil Kuesioner
Pilihan jawaban
Indikator Sub Indikator B CB KB | Total Kategori
Q| @ | @G
Efektivitas | Hasil yang diharapkan 19 8 0 123 Cukup Baik
57 16 0
Hasil yang sesungguhnya 3 17 7
dicapai 9 34 7
Efisiensi Anggaran 23 4 0 146 Baik
69 8 0
Waktu 16 10 1
48 20 1
Kecukupan | Memuaskan kebutuhan 4 10 13 87 Kurang Baik
12 20 13
Memiliki nilai 2 11 14
6 22 14
Perataan Adil 17 9 1 142 Baik
51 18 1
Memaksimalkan 18 9 0
kesejahteraan individu 54 18 0
Respon- Dukungan masyarakat 24 3 0 142 Baik
sivitas 72 6 0
Komitmen pegawai 11 15 1
33 30 1
Ketepatan | Hasil kebijakan bermanfaat 5 13 9 104 Cukup Baik
15 26 9
Tepat sasaran 5 17 5
15 34 5
744 | Cukup Baik

Sumber : Data Olahan, 2023

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan evaluasi
kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar mendapatkan total skor 744 terletak pada interval variabel antara 601 —
840 sehingga tergolong “Cukup Baik”. Hal ini disebabkan karena efektivitas tergolong cukup
baik, efisiensi tergolong baik, kecukupan tergolong kurang baik, perataan tergolong baik,
responsivitas tergolong baik, dan ketepatan tergolong cukup baik.
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Berdasarkan hasil wawancara terkait evaluasi ini, dapat diketahui dari hasil wawancara
sebagai berikut:

“Masyarakat kurang sejahtera yang tidak dapat BST itu banyak hal sebenarnya bisa saja mereka
sudah termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja. Jadi banyak verifikasi data masyarakat
itu dulu yang benar-benar berhak, kan prioritasnya masyarakat yang terdampak kesejahteraannya. Itu
hal penting sebenarnya, maka perlu sosialisasi atas BST ini.” (Wawancara Mukhtarudin S.Sos, Staf
Seksi Penyaluran Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Kampar tanggal 22 Juni 2023).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut: “BST
itu banyak faktor agar sesuai hasil ya. Untuk SDM saya pikir karna ini di tingkat kelurahan jadi sudah
pasti ada pendukung, karna mereka kan dibantu juga sama pihak lain, jadi tidak sendiri. Ada juga
relawan yang membantu pendataan Selain itu tugas mereka secara umum adalah mendata dan
menyalurkan BST itu serta melaporkan secara administrasinya” (wawancara Lurah Langgini, tanggal
22 Juni 2023).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa bahwa sumber daya
manusia di Kelurahan Langgini sudah cukup mencukupi dalam mengimplementasikan BST
ini. SDM sangatlah penting dalam mendukung suatu kebijakan, karena pelaksana ini
berkaitan dengan jumlah dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, ketepatan dalam pemberian BST sangat penting untuk menjaga
integritas program, memastikan pengalokasian dana yang tepat, meningkatkan efektivitas
bantuan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan menjaga ketepatan dalam
identifikasi penerima yang memenuhi syarat dan pemberian bantuan yang akurat, program
BST dapat berfungsi dengan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang
membutuhkan bantuan finansial.

Hasil observasi penulis saat penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat
masyarakat yang rumahnya sangat layak bahkan memiliki beberapa unit kendaraan sepeda
motor dan mobil juga mendapatkan BST. Hal ini mengindikasikan penyaluran BST di
Kelurahan Langgini masih kurang tepat sasaran. Hasil dokumentasi juga menunjukkan
bahwa hal ini masih terus terjadi bahkan di tahun 2023 pun masyarakat yang menerima BST
juga termasuk keluarga mampu, sehingga evaluasi ini menunjukkan masih adanya faktor
penghambat.

Kesimpulan secara global dari hasil rekapitulasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST)
di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar adalah “CUKUP
BAIK”. Masyarakat beranggapan nilai bantuan BST ini relatif kecil dan sifatnya hanya
mendukung saja dan tidak dapat dijadikan tumpuan ekonomi, sehingga masyarakat yang
mendapat BST tidak serta merta langsung terbebas dari kemiskinan. Kebijakan ini sudah
efisien, karena saat anggaran turun dari pusat ke daerah lalu dialokasikan ke Kelurahan
Langgini, maka dana BST ini akan langsung dibagikan kepada penerima. Akan tetapi, jumlah
anggaran yang tersedia untuk program BST ini belum dapat mencakupi untuk membantu
seluruh masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Langgini. Setiap masyarakat yang belum
mendapatkan bantuan tapi sudah terdata di DTKS maka akan diprioritaskan untuk diberikan
bantuan tahun anggaran selanjutnya. Baik elemen masyarakat maupun pegawai mendukung
adanya program bantuan ini. Masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran, masyarakat
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yang tergolong mampu yang memiliki rumah sangat layak huni justru mendapat bantuan,
sementara masyarakat yang benar-benar kurang mampu justru tidak mendapat bantuan.

Faktor Penghambat
Minimnya kualitas pendataan

Observasi di lapangan menunjukkan, terdapat masyarakat penerima BST yang
mendapatkan dua kali berturut-turut, terdapat masyarakat yang sebelumnya menerima
program PKH kembali mendapatkan BST. Terdapat masyarakat golongan ekonomi mampu
yang mendapatkan program BST. Ini artinya kualitas pendataan oleh RT dan RW setempat
masih sangat rendah.

Menurut Suari dan Giri (2021:23) potensi maladministrasi pada program BST ini paling
krusial adalah pada bidang pendataan. Di atas kertas, pembagian BST terlihat terstruktur dan
minim celah akan tetapi, kenyataan berkata sebaliknya. Potensi kesalahan dalam penyaluran
BST tetap terbuka, sama seperti yang terjadi di pemberian bansos-bansos lain. Indonesia
Corruption Watch (ICW) menyebut, titik rawan penyaluran BST ada di bagian pendataan.
Pendataan calon penerima BST rawan dimanipulasi oleh sejumlah oknum pelaksana
kebijakan pendistribusian BST ini. Celah juga bisa muncul dari masyarakat sendiri, tak
tertutup kemungkinan ada sejumlah oknum warga yang ingin mendapat bantuan lebih dari
satu jenis, maka itu verifikasi dan pengawasan harus diperkuat.

Permasalahan mengenai pendataan memang menjadi titik lemah utama. Kebanyakan
warga tidak mengetahui kapan dilakukan pendataan. Warga juga tidak mengetahui secara
pasti kriteria rumah tangga miskin yang berhak menerima BST. Selain itu, sebagian warga
bekerja di luar daerah domisili sebagaimana tertera dalam dokumen kependudukan, sehingga
tidak terdaftar atau terdata secara ganda di tempat domisili dan di tempat daerah bekerja.
Akibat lemahya pendataan, sebagai warga yang benar-benar miskin justru tidak terdata.
Sehingga untuk mengatasi hal ini penggunaan metode BST menuntut data yang akurat dan
terpecaya.

Ketidaktepatan dalam mendata RTS (Rumah Tangga Sasaran), di sebabkan petugas
pendata, tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan (memenuhi minimal 9 kriteria dari 14
kriteria syarat penerima BST). Data yang tidak valid, menyebabkan kesalahan dalam
pembagian dana BST yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya,
akibatnya sebagian dari warga miskin mengeluhkan kejadian tersebut, karena mereka yang
seharusnya masuk dalam daftar RTS (Rumah Tangga Sasaran) tidak mendapat dana bantuan.
Pendataan warga perlu dilakukan setiap periodenya, agar sewaktu BST akan dilaksanakan,
petugas pendata mendapatkan data valid mengenai jumlah warga miskin yang berhak
menerima BST, karena perubahan ekonomi yang terjadi setiap saat dapat menyebabkan taraf
hidup warga yang berubah-ubah pula.

Belum efisiennya jumlah dana yang diberikan dalam mengentaskan kemiskinan
masyarakat

Hal ini menunjukan bahwa BST belum efisien dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat miskin karena prioritas utama dari BLT tersebut masih untuk kebutuhan dasar.
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Namun BST tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup
masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya BST tidak
berpengaruh terhadap kinerja masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup
jika hanya menggantungkan pada BST.

Di satu sisi, kebijakan BST ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi
masyarakat miskin. Jumlah penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) di kelurahan langgini
menurun, selain itu di tahun 2020 jumlah nominal yang diterima sebesar Rp.1.800.000,-/ orang
selama 3 tahap sehingga mendapatkan Rp.600.000,- untuk satu tahap. Sementara itu, saat ini
di tahun 2021 jumlah nominal yang diterima hanya sebesar Rp.600.000,-/ orang selama 3 tahap
sehingga mendapatkan Rp.200.000,- untuk satu tahap. Dengan pemberian yang hanya sebesar
Rp.200.000,- jumlah ini tentu tidak dapat mencukupi kebutuhan selama satu bulan, sehingga
masyarakat harus lebih bijak menggunakan dana ini seefisien mungkin misalnya disimpan
hanya untuk keperluan dana darurat, sebagai cadangan dana untuk pembelian kebutuhan
pokok, dan lain-lain.

Pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin merupakan hal yang harus dilakukan
pemerintah untuk penentasan masalah kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat meningkat
namun kenyataan yang terjadi di masyarakat bantuan langsung tunai bukan menjadi jawaban
permasalahan kemiskinan di Langgini. Karena dampakyang ditimbulkan bukan hanya sisi
positifnya saja melainkan banyak juga membawa dampak yang negatif sehingga peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai itu dianggap belum maksimal
dalam membantu perekonomian masyarakat.

Selain itu juga, permasalahan efektfitas dan efesiensi kebijakan ini sangat diragukan.
Banyak kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan BST
ini, antara lain kebijakan BST bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan
kemiskinan di Langgini, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat
dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin secara langsung. Efektifitas dan efisiensi
penggunaan dana BST yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi
pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan BST memiliki
kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Validitas data masyarakat
miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BST
kepada masyarakat yang berhak. Peran aktif masyarakat yang kurang/ minim, sehingga
optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan. Dari sisi keuangan negara, kebijakan
BST merupakan kebijakan yang bersifat kurang efektif dalam menyerap uang negara karena
kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan
tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan
penelitian ini adalah:

1. Hasil Evaluasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar secara keseluruhan tergolong cukup baik. Masyarakat
beranggapan nilai bantuan BST ini relatif kecil dan sifatnya hanya mendukung saja dan tidak
dapat dijadikan tumpuan ekonomi, sehingga masyarakat yang mendapat BST tidak serta
merta langsung terbebas dari kemiskinan. Kebijakan ini sudah efisien, karena saat anggaran
turun dari pusat ke daerah lalu dialokasikan ke Kelurahan Langgini, maka dana BST ini akan
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langsung dibagikan kepada penerima. Akan tetapi, jumlah anggaran yang tersedia untuk
program BST ini belum dapat mencakupi untuk membantu seluruh masyarakat miskin yang
ada di Kelurahan Langgini. Setiap masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tapi sudah
terdata di DTKS maka akan diprioritaskan untuk diberikan bantuan tahun anggaran
selanjutnya. Baik elemen masyarakat maupun pegawai mendukung adanya program bantuan
ini. Masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran, masyarakat yang tergolong mampu
yang memiliki rumah sangat layak huni justru mendapat bantuan, sementara masyarakat
yang benar-benar kurang mampu justru tidak mendapat bantuan.

2. Faktor penghambat kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terdiri dari minimnya kualitas pendataan
dan belum efisiennya jumlah dana yang diberikan dalam mengentaskan kemiskinan
masyarakat.
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